
BERITA ACARA

Nomor :  188 429.050 2025

Nomor :  188/  7   / 429.011/2025

PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWARTLAIN RAKYAT DAERAII

KABupATEN BAr\nruwANGI DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

TERHADAP

HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR ATAS RANCANGAN PERATURAN

DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN

PRODUK UNGGULAN DAERAII

a Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1.   AHMAD MASROHAN, S,Ag.              :   Ketua Badan pembentukan peraturan

Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2.    MARIFATUL KAMILA, S.H.                :    Ketua Gabungan Komisi I Dan Komisi

IV DPRD Kabupa.ten Banyuwangi Atas
Pembahasan   Rancangan   Peraturan
Daerah  Tentang  Perlindungan  Dan
Pengembangan     Produk     Unggulan
Daerah  Selanjutnya  disebut  PIHAK
PERTARA.

3.   AANGMUSLIMINS,SH.,MH            :    Kepala       Bagian       Hukum       Setda

Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini
bertindak   untuk   dan   atas   nana
Pemerintah       Daerah       Kabupaten
Banyuwangi yang beralamat di JL. A.
Yani     nomor      loo      Banyuwangi,
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
Menyatakan Bahwa :
1.  PARA PIHAK da.pat menerima dengan  balk hasil Fasilitasi oleh  Gubernur

Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan
Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

2.  PARA   PIHAK   telah   membahas   dan   menyetujui   Penyempumaan   atas
Rancangan  Peraturan  Daerah Tentang  Perlindungan  Dan  Pengembangan
Produk Unggulan Daerah.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 010ktober 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM                                 KETUA BAPEMPERDA

NIP.  19771006 200212  1004
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AIIMAD MASROEIAN, S,Ag.

KETUA GABUNGAN
KOMISI I DAN KOMISI IV

atas Pembahasan Raperda Tentang
Perlindungan Dan Pengembangan

Produk Unggulan Daerah

H   +,zlrEar.
MARIFATUL KAMILA, S.H.
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BUPATI BANIUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAII KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR ....   TAHUN 2025

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI ,

Menimbang       :   a. bahwa potensi produk   unggulan   Daerah   yang   merupakan
sumber daya lokal perlu dilindungi dan dikembangkan, secara
berkelanjutan  sesuai  dengan  kondisi  dan  keunikan  daerah
untuk kemajuan. dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa beragam produk unggulan Daerah sebagai produk khas
dan     unggulan     Kabupaten     Banyuwangi,     membutuhkan
perhatian  dan  dukungan  pemerintah  berupa  kebijakan  yang
mampu      memberikan      Perlindungan      dan      mendorong
pengembangan   agar   memiliki   daya   saing   di   pasar   lokal,
nasional, dan/atau intemasional;

c.  bahwa   Pemerintah   Daerah   sesual   dengan   kewenangannya
melakukan   pengaturan   untuk   melindungi   dan   mendorong
pengembangan   produk   unggulan   Daerah   untuk   kepastian
hukum dalam penyelenggaraan Pehindungan produk unggulan
Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi;

d. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam huruf a,  b dan c perlu  menetapkan Peraturan Daerah
tentang  Perlindungan  dan  Pengembangan  Produk  Unggulan
Daerah.

Mengingat          :    1.  Pasal   18   ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor  12 Tahun  1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  1950  Nomor 41)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor  19,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 2730);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5587) , sebagainana telah diubah beberapa kali teralthir
dengan Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta
Kelja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245,  Talnbahan  Lembarari  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6573);

4. Peraturan    Pemerintah    Nomor    7    Tahun    2021    tentang
Kemudahan;  Perlindungan  ,  dan Pemberdayaan  Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021  Nomor  17 Tambahan Lembaran Negara
6619);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Pengelolaari  Pasar  Desa  (Berita  Negara  Rapublik  Indonesia
Tahun Nomor)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pedoman   Pengembangan   Produk   Unggulan   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN BANYUWANGI

dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkari   :   PERLINDUNGAN  DAN       PENGEMBANGAN       PRODUK
UNGGULAN DAERAII

BJng I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

3
4.

Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  Perangkat  Daerah  sebagal
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
Perangkat   Daerah   adalah   satuan   kelja   perangkat   daerah   di
lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nana lain,
selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  Inasyarakat  hukum
yangmemilikj batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
Inengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul,  dan/atau  hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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7.

Badan   Usaha   Milik   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   BUMD
adalah  Perusahaan  yang  didirikan  dan  dimiliki  oleh  Pemerintah
Daerah yang mempunyal wilayah keq.a di Kabupaten Banyuwangi.
Badan  Usaha  Mi]ik  Desa,  yang  selanjutnya  disebut    BUMDesa,
adalah badan usaha yang seluruh atau  sebagian besar modaJnya
dimiliki  oleh Desa melaJui penyertaari secara langsung yang berasal
dari  kekayaan  Desa yang  dipisahkan  guna  Inengelola  aset,  jasa
pelayanan,     dan     usaha     lainnya     untuk     sebesar-besamya
kesejahteraan masyarakat Desa.
Perusahaan Swasta adalah sebuah Perusahaan bisnis yang dilniliki
oleh  organisasi  non-pemerintah  ata.u  sekelolnpok  kecil  pemegang
saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan
ata.u  memperdagangkan   stok   (saham)   perusahaannya   kepada
masyarakat   melalui   pasar   saham,   namun   sahaln.   prusahaan
ditawarkan,  dimilihi  dan  diperdagangkan  atau  dibursakan  secara
swasta yang mempunyai wilayah kelja di Kabupaten Banyuwangi.
Perlindungan adalah segala upaya dalam melindungi produk lokal
agar da.pa.t  tetap  eksis  dan  mampu  berkembang  menjadi  produk
yang bel.kualitas dan terstandarisasi.

10. Pengembangan   adalah  upaya  yang   dilakukan  oleh   Peme:rintah
Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakari usaha
mikro melalui pemberian fasiHtas, bimbingan, pendampingan,  dan
bantuari   perfuatan  untuk   menumbuhkari   dan   meningkatkari
kemampuari dan daya saing usaha mikro.

11. Produk  Unggulan  Daerah  adalah  produk-produk  unggulan  Desa
dan/ atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi balk berupa
barang  maupun  jasa  yang  dihasilkan  oleh  Koperasi,  BUMDesa,
Usaha    Mikro,    Kecil    dari    Menengah    yang    potensial   untuk
dikembangkan  dengan  memanfaatkari  semua  sulnber  daya  yang
dinflihi oleh daerah, baik sumber da.ya alam, sumber daya manusia
dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat
maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi
bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang
memilihi daya saing dari daya jual untuk memasuki pasar global

12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik
yang  berbentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang
didirikan  dan  berkedudukan di daerah  atau  Inelakukan  kegiatan
dalam   daerah,   balk   sendiri   maupun   bersama-sama   melalui
kesepakatan   menyelenggaralran   kegiatan   usaha   mikro   dalam
berbagal bidang ekonomi rakyat.

13. Bahan  Baku  adalah  bahan  mentah,  barang  setengah jadi,  atau
barangjadi yang dapat diolah menjadi barang  setengah jadi atau
barang jadi yangmempunyai njlai ekonomi yang lebih tinggi.

14. Pasar  adalah  lembaga  ekonomi  tempat  bertemunya  pembeH  dan
penjual,  balk  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  untuk
melakukan transaksi perdagangan.
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15. Pasar  Rakyat  adalah  pasar  yang  dibangun   dan   dikelola  oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Mflik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kelja sama dengan swasta
dengan  tempat  usaha  berupa.  toko,  Idos,  1os  dan  tenda  yang
dimiliki/dikelola    oleh    pedagalig    kecil,   menengah,     swadaya
masyal.akat  atau  koperasi  dengan  usaha  skala  kecil, modal kecil
dan   dengan   proses  jual  beli  barang   dagangan   melalui  tawar
menawar.

16. Pasar ModelTi adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-
barang  dipeljual  belikan  dengan  harga  pas  dan  dengan  layanari
sendiri, tempat berlansungriya pasar ini pada mall, plaza dali tempat
modem lairmya.

17. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan
dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat
Desa

18. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan
untukmenjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual

19. Toko  Swalayan  adalah  toko  dengan  sistem  pelayanan  mandiri,
menjual berbagai  jenis   barang   secara   ecerari   yarig   berbentuk
Minimarket,    Supermarket,     Department     Store,     Hypermarket
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

20. Tenaga KeH.a Lokal adalah  setiap  orang yang mampu  melaku]ran
pekeH.a guna men9hasilkan barang atau jasa balk untuk memenuhi
kebutuhan sendi maupun untuk masyarafat, bertempat tinggal dari
terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Banyuwangi.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
a.  Asas, maksud dan tujuan;
b.  bentuk dan program;

`''    c.   usaha produk unggulan da.erah;

d.   tenaga kelja;
e.   bahan baku;
f.   perlindungan karya budaya daerah;
9.   hak atas kekayaari intelektual;
h.  pengembangan;
i.   pemasaran produk unggulan daerah;
j.   penggunaan produk unggulan daerah;
k.  pembinaan dan pengawasan;
I.    kemitraan;
in. peran serta masyarakat;
n.  koordinasi; dan
o.   pembiayaan.

BAB Ill
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
ASAS
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Pasal 3

Perlindungan    dan    Pengembangan    Produk    Unggulan    Daerah
diselenggarakan berdasarkari asas:
a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c.  kemanfaatan;
d. keterpaduan;
e.  kebersamaan;
f.  keterbukaan;
9.  keberlanjutan;
h. efesiensi;
i.   berkea.dilan;
j.   kelestarian fungsi lingkungan;
k. kearifan lokal; dan
1.   daya saing.

Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

( 1)  Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a.   sebagai  pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  upaya  melindungi  dan

mengembangkan produk unggulan masing-masing Desa dan/ atau Kelurahan
di Kabupaten Banyuwangi.

b.  memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalaln mempromosikan
produknya sebagai produk unggulan; dan

c.   memberikan    kepastian    hukum    terhadap    upaya    perlindungan    dan
pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Banyuwangi.

(2) Perlindungan dali pengembangan produk unggulan daerah bertujuan
untuk :
a.  mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi

sumber daya Desa dan/atau Kelurahan;
b.  memberikan insentif, fasilitas dan kemudahan dalam perizinan, pembinaan

peningkatan  pertumbuhan  usaha,  permodalan,  pemasaran,  ketersediaan
bahan baku, pengadaan sarana prasarana produksi, kepemilikan hak atas
kekayaan intelektual, dan sertiffiasi Produk Unggulan Daerah.

c.   mendorong terciptanya lapangan kelja dan tumbuhnya wirausaha baru;
d.  memotivasi  pelaku  usaha  untuk  meningkatkan  kapasitas  produksi  dan

melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
e.   meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB IV
BENTUK DAN PROGRAA4

Pasal 5

(1) Pemerintah  Daerah  memberikan  perlindungan  dan  pengembangan
kepadausaha produk unggulan daerah dalam bentuk:

tr             ff`



a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
b. fasilitasi  perizinan,  pembinaan  dan  penin9katan  pertumbuhan

usaha;
c.  fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
d. fasilitasi keterliba.tan tenaga kelja lokal;
e.  fasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan. intelektual dan sertifikasi;
f.  fasilitasi pemasaran produk lokal;
9.  fasilitasi kemitraan; dan
h. fasilitasi sarana dan prasarana ken.a,

(2)  Seluruh rincian pelaksanaan bentuk dan program Perlindungan dan
pengembangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Program  Perlindungan  dan  pengembangan  produk  unggulan  daerah
dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah
Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BJas V
USAIIA PRODUK UNGGUIAN DAERAI+

Pasal 7

( 1)  Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi:
a.  kegiatan usaha Produk Unggulan Daerah, dan
b.  penanaman modal bagi investasi usaha Produk Unggulan Daerah.

(2)  Bentuk   insentif  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   berupa   pemberian
keringanan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  kemudahan  pelayanan  perizinan,
dan/ atau pemberian penghargaan.

(3)  Tata cara pemberian  keringanan  pajak daerah,  retribusi  daerah,  kemudahan
pelayanan perizinan, dan/atau pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Perangkat   Daerah  yang  tugasnya   terkait   dengan   usaha   produk
unggulan,  melakukan  pendataan  jenis  usaha  produk  lokal  yang
belpotensi menjadi produk unggulan daerah dengan mempel`hatikan
sebagai berifut:
a. penggunaan bahan baku lokal;
b. penggunaan tenaga kelja lokal; dan/afa.u
c.  merupakan usaha lokal.

(2) Pendataan sebagainana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan untuk
menentukan kebutuhan advokasinya.

(3) Hasil pendataan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
penyusunan  program  dan  kegiatan  pengembangan  terhadap  usaha
Produk unggulan Daerah.

(4} Identifikasi jenis  produk  unggulan  daerah  sebagaimana  dimaksud
pada a.yat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Keputusan   Bupati   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (4)   wajib

4/
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dievaluasi setiap dua tahun.

BAB VI
TENAGA  KER.A

Pasal 9

(1)Pelaku    usaha    yang    memproduksi    produk    unggulan    daerah
berkewajiban mengutamakan kesempatan kelja kepada tenaga kelja
warga daerah sesuai kompetensinya.

(2) Pemerintah  Daerah  memfasilitasi  kebutuhan  tenaga  kelja  antara
perusahaan  yang  memproduksi  produk  unggulari  daerah  dengan
tenaga kelja warga lokal setempat.

(3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa  :
a.  kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan

dalam  mengutamakan  penggunaan  tenaga  kelja  warga  daerah,
dan/atau

b.  pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang :
1.  manajemen perusahaan produk unggulan daerah;
2.  keahlian dan keterampflan tenaga ken.a; dan
3.  kewirausahaan.

Pasal 10

(1) Pelaku  usaha  memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kelja yang
bekejapada perusahaan yang memproduksi produk unggulan daerah.

(2) Perlindungan  tenaga  kelja  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)
diberikan dalam bentuk :
a.  pelatihan telmis untuk menin8katkan keahlian dan keterampilan

keria;
b.  fasilitasi  keikutsertaa]|  dalam  program jaminan  ketenagakeljaan

dan program jaminan kesehatan; dan
c.  pemberian ba]|tuan peralatan kelja yang mendukung keselamatan

dan kesehatarl tenaga kelja.

Pasal 1 1

Dalaln  rangka penyusunan program  dan  kebijakan  pembinaan tenaga
ken.a pada usaha  Produk  Unggulan  Daerah  dilakukan  pendataan  oleh
Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VII
BA- BJnIU

rf u                                                         pars3;al T2
( 1) Dalam proses produksi produk lokal, Pemerintah Daerah melnfasilitasi

ketersediaan dan kesinambungan. bahan bakunya.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi

bahan baku lokal yang berkuaJitas.
(3) Pemerintah  Daerah mendorong penggunaan  bahan baku lokal yang

berkualitas untuk pembuatan produk lokal.

4Y
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BAB VIII
PERLINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAI+

Pasal 13

(1)  Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap karya budaya   Daerah,
hak cipta, dan penciptanya.

(2)  Perwujudan karya budaya daerah harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat.

{3)  Pemerintah Daerah menggali, melestarikan, membina mengembangkan, menjaga
dan memanfaatkan karya budaya daerah.

(4)  Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak cipta atas karya budaya yang
berciri khas daerah.

(5)  Karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyaraka.t yang tidak
diketahui penciptanya dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

Bas IX
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 14

(1) Pemerintah  Daerah  memfasilitasi  pendaftaran  hak  atas  kekayaan
intelektual, sertifikasi dan staridardisasi bagi usaha produk  unggulan
daerah.

(2) fasilitasi  pendaftaran  hak  atas  kekayaan intelektual,  sertifikasi  dan
standardisasi  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengacu  pada
peraturan perundang-undangan.

BABX
PENGEMBANGAN

Pasal 15

(1)  Pengembangan produk unggulan daerah dilakukan melalui:
a.  penataan kawasan produksi produk unggulan daerah;
b.  penyediaan   sarana  dan   prasarana  guna  mendukung  produksi  produk

unggulan daerah;
c.   menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
d.  pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

(2)  Penataan  kawasan  produksi produk unggulan  daerah  sebagaimana dimaksud
pada     ayat     (1)     huruf     a,      dilakukan     oleh     masyarakat,     koperasi,
BUMDesa/Kelurahan,  pengusaha,  kelompok  usaha,  dan  Pemerintah  Daerah
dalam bentuk kemitraan.

(3)  Kawasan produksi produk unggulan dsaerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BRE RI
PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAI+



Pasal 16

(1) Pemerintah     Daerah    memfasilitasi     strategi    pemasaran    untuk
menyalurkan  dan  mengirim  produk unggulan  daerah  yang  berupa
barang dari unit usaha sampal ke konsumen.

(2} Dalam   hal   produk   unggulan   daerah   berupa   barang,   terhadap
penyaluran danpengirimannya, pelaku usaha distribusi berkewajibari
menjaga  kualitas, keamanan,  kesesuaian jumlah  dan  wa]atu  pasok
produksi.

Pasal 17

(1) Pemerintah    Daerah    memfasilitasi    kegiatan    pemasaran    produk
unggrlan daerah.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.  menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhari produk lokal;
b.  membangun  sistem  Pasar  yang  efektif  dan  efisien  melalui  Pasar  Daerah

berkala di lokasi strategis, Pasar lelang, Pasar maya, bursa komoditi, temu
usaha dan kemitraan; dan

c.   menyediakan fasilitas pemasaran di Pasar Rakyat.
(3) Usaha  pelnasaran  dilakukan  melalui  promosi  dan  penyebarluasan

informasi pasar di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 18

(1) Produk Unggulan  Daerah  diperdagangkan  di Pasar secara langsung dan tidak
langsung.

(2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup:
a.  pasar rakyat;
b.  pasar desa;
c.  pasar lelang;
d.  toko swalayan;
e.  pasar ekspor;
f.   pasar penggelaran produk, expo; dan
9.  pasar modem.

(3)  Pasar  secara  tidak langsung  sebagainana  dimaksud  pada ayat  (1)  dflakukan
secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perianjian tertulis mencakup:
a.   bursa komoditi; dan
b.  kemitraan.

(4)  Pasar secara langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan    ayat    (3)    wajib    memasarkan    produk    unggulan    daerah    dengan
menempatkannya ditempat yang strategis dengan jumlah yarig proporsional.

Pasal 19

(1)  Dalaln hal produk unggulan daerah dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah
berkewajiban mempertimban8kan kebutuhan konsumsi daerah dan nasional.

(2) Pemerintah  Daerah  mendorong  dan  memfasilitasi  ekspor  Produk  Unggulan
Daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal serta promosi
ke luar negeri.
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BAB RII
PENGGUNAAN PRODUK UNGGUIAN DAERAH

Pasal 20

Pemerintah Daerah meningkatkan penggunaan produk unggulan daerah
melaluikegiatan:
a.  penetapari dan sosialisasi produk unggulan daerah;
b.  mendorong penggunaan produk unggulan daerah bagi masyarakat;
c[  membuat gerakan ideologis untuk melnbeli produk unggulan daerah;
d.  mengedukasi gerakan kemandirian untuk memininalisir gaya hidup

konsumerisme;
e.  memberikan penghargaan kepada usaha produk unggulan daerah;
f.   mendorong   pelaku   usaha   pariwisata   menyajikan/menggunakan

produkunggulan daerah untuk konsumsi pariwisata;
9.  mendorong pedagang retail untuk menjual produk unggulan daerah;

dan
h.  Mendorong  para  pelaku  usaha  untuk  bisa  menyediakan  tempat

untukmempromosikan produk unggulan daerah.

BRE 3HII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2 1

(1)  Bupa.ti   berkewajiban   melakukan   pembinaan   dan   pengawasan   mengenai
perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah.

(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan
sebagaimana dimaksud pada a.yat ( 1) akan dituangkan dalam peraturan bupati.

BAB REV
KEMITRAAN

Pasal 22

(1)  Pemerintah  Daerah,  masyarakat,  dan dunia usaha,  memfasilitasi,  mendukung
dan  menstimulasi  kegiatan  kemitraan  yang  saling     membutuhkan,   saling
memperkuat, dan saling menguntungkan.

(2)  Kemitraan antara usaha mikro kecil dengan usaha menengah dan usaha besar
mencakup  proses  alih  keterampilan  melalui  pola  pendampingan  di  bidang
produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan
teknologi.

(3)  Pemerintah  Daerah  memberikari  penghargaan  kepada  usaha  menengah  dan
usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro kecil.

Bne AV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

( 1)  Masyarakat dapat berperan aktif dalam prograln pengembangan produk unggulan
Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.



(2)  Keterlibatan   masyarakat  dalam   program   perlindungan   dan   pengembangan
produk   unggulan   daerah   mulal   darn   proses   perencanaan,   pelaksanaan,
pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

(3)  Keterlibatan  dan  peran  masyarakat  mendukung  program  Perlindungan  dan
pengembangan    produk    unggulan    daerah    harus    sinergis    dengan    yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam  rangka  perlindungan  produk  unggulan  daerah,  semua.  pelaku  usaha  di
Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan
dana dan/atau  barang/jasa untuk memajukan  pengembangan  produk unggulan
daerah.

BAB AVI
KOORDINASI

Pasal 25

Perlindungan  produk  unggulan  daerah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah
secara terkoordinasi.
Koordinasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  antar  beberapa
Organisasi Perangkat Daerah pengampu, pengusaha produk unggulan daerah,
pelaku  usaha  terkait  lainnya,  organisasi  non  pemerintah  serta  masyarakat
pemerhati dalam wadah forum koordinasi.

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenal pelaksanaan koordinasi Perlindungan produk
unggulan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BJng AVII
PEREIAYJEN

Pasal 26

(1) Pembiayaan  dalam  pelaksanaan  Perlindungan  dan  pengembangan
produk unggulan daerah dapat bersumber dari :
a.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.  Sumber pembiayaan lain yang sah dan. tidak mengikat.

(2) Tatacara pembiayaan sebagain.ana dimaksud pada a.yat (1) mengacu
pada peraturan mengenai pengelolaan keuangan  daerah

Pasal 27

Dalam  rangka  perlindungan  produk  unggulan  daerah,  semua  pelalfll  usaha  di
Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaari dalaln bentuk penyediaan
dana dan/atau  barang/jasa untuk memajukan  pengembangan  produk  unggulan
daerah.

i i lf                                         TAIENBIT#EPIT±Nmun
Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama

rtyf



a

1  (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan yang
dikoordinir   oleh   perangkat   daerah   yang   membidangi   urusan
Koperasi,  UMKM dan Perd`agangan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam  Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwan.gi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal .............. 2025
BUPATI BANYUWANGI,

Diundangkan di Banyuwangi
pada ta]|ggal .......       2025

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN BANYUWANGI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR ...........
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PERATURAN DAERAII KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR ..... TAHUN
2025

TENTENG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN

DAERAH

1.   UMUM

¢j

Kabupaten  Banyuwangi  memili]d  sumber  daya  alam  laut  dan
sumber daya alarm lainnya yang dapat diolah menjadi produk yang
bemilal bagi masyarakat.  Beragam   produk  lokal  tersebut  menjadi
potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, membuka lapangan kelja
dan dapat berperan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Agar
produk lokal yang dihasilkan tersebut mempunyai daya saing pangsa
pasar lokal,  nasional dan intemasional,  perlu kebijakan Pemerintah
Daerah untuk melindungi dan mengabangkannya melalui pengaturan
dalam  Peraturan  Daerah  tentang  Perlindungan  dan  Pengembagan
produk unggulan daerah di Kabupaten Banyuwangi.  Disamping itu,
kebijakan tersebut akan mampu memperkuat kecintaan produk lokal,
khususnya  produk  yang  menjadi  keunggulan  dari  masing-masing
Desa/ kelurahali di Kabupaten Bamyuwangi.

Per]indungan dan pengembangari produk unggulan daerah yang
potensial menjadi produk unggulan daerah yang memilik daya saing
global  merupakan  upaya  yang harus  dilakukan  oleh  Pelnerintah
Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini penting untuk meningkatkan
pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada
potensi sumber daya lokal.  Ozttpzt€ dan  oztfco77ze dari upaya tersebut
adalah  mendorong terciptanya lapangan kelja dan juga mendorong
tumbuhnya sektor pariwisata yang telah dicanangkan oleh PemerintaJI
Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, produk unggulan daerah yang dikembangkan tersebut
tentunya  harus  berorientasi  pada  keunggulan  yang  dimilihi  atau
keuriggulan produk yang dihasflkannya. Dalam upaya pengembangan
keunggulan  tersebut,  Pemerintah  Daerah  mulai  Inelakukan  upaya-
upaya    untuk    menggali    potensi    ekonomi    daerah   Kabupaten
Banyuwangi.  Pengembangan perlu dilakukan secara optimal supaya
produk  unggulan  daerah  tersebut  memilild  daya  saing  tinggi  dan
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Dael.ah  agar
produk-produk unggulan Daeeah melnilihi daya saing, yaitu antara
lain dengan membuat kebijakan dalaln bentuk regulasi yang mengatur
tentang  hal-hal  terkait  dengan  Perlindungari  dan  pengembangan
produk unggulan di tiap-tiap  Desa dan/atau kelurahan  di wilayah
Kabupaten     Banyuwangi.     Berdasarlan    pertimbangan     tersebut,
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi     perlu menetapkan    Peraruran
Daerah     Kabupaten    Banyuwangi     tentang     Pel`1indungan     dan
Pengembangan Produk Unggulan Daerah.



11.   PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Huruf a
Yang  dimaksud  dengan  "asas  kedaulatan"  adalah  bahwa
Pemerintah    Daerah    dalam    mengatur    dan    mengurus
urusan pemerintahan  di  bidang  produk  unggulan  daerah
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa
penyelenggaraan  Perlindungan  produk  unggulan  daerah
bertujuanagar daerah tidak terlalu bergantung pada produk
daerah lain.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa
pengaturan terkait perlindungan produk unggulan daerah
ini memangbenar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam
mengatur kehidupan bern.asyarakat ]chususnya bagi para
pelaku perlindungan produk unggulan daerah.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas ketelpaduan" adalah bahwa
Per]indungan Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan
memadukan berbagai  unsur  atau  mensinergikan  berbagai
komponen terkait.

Huruf e
Yang  dimaksud  dengan  "asas  kebersamaan"  adalah  asas
yang    Inendorong    peran    seluruh    penyelenggara    atau
pelaksana    program    produk    unggulan    daerah    dan
Perusahaan     Swasta     secara    bersama-    sania     dalaln
kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f
Yang dinaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa
penyelenggaraan program produk unggulan daerah, mulal
dari perencanaan,   penyusunan,   pembahasan,   penetapan
dan pelaksanaan,  dan  evaluasi dilakukan  secara terbuka
dan t-sparan.

Huruf 8
Yang   dimaksud    dengan   "asas   keberlanjutan"    adalah
adanya  kesinambungan   antara   kebijakan   yang   aka±i
diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek
perencanaan,    penyelenggaraan    ataupun    pemanfaatan
terhadap pro duk unggulan daerah.

Huruf h
Yang     dimaksud     dengan     "asas     efesiensi"     adalah     bahwa
penyelenggaraan      Perlindungan      produk      unggulan      daerah
menggunakari prinsip murah, cepat, dan sederhana.
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Huruf i
Yang  dimaksud  dengan  "asas  berkeadilan"  adalah  segala
upaya dalam  menyelenggarakan  produk unggulan  daerah
kepada konsumen  dan pelaku  usaha memperoleh haknya
dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Hurufj
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan" adalah
bahwa  penyelenggaraan   Perlindungan   produk   unggulan   daerah
harus  memperhatikan  kelestarian  lingkungan  dan  keberlanjutan
lingkungan hidup.

Huruf k
Yang   dimaksud   dengan   "asas   kearifan   lokal"   adalah   bahwa
penyelenggaraan   Perlindungan   produk   unggulan   daerah   harus
memperhatikan budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah.

Huruf 1
Yang    dimaksud    dengan    "asas    daya    saing"    adalah    bahwa
penyelenggaraan  perlindungan   produk  unggulan  daerah  adalali
untuk meningkackan da.ya saing daerah.

Pasal 4
Cukup j elas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cutup jelas.

Pasal 7
Cufup jelas.

Pasal 8
Cufup jelas.

Pasal 9
Cufup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 1 1
Cutup jelas.

Pasal 12
Cufup jelas.

Pasal 13
Cinfup jelas.

Pasal 14
Cutup jelas.

Pasal 15
Cmkup jelas.

Pasal 16
Cufup jelas.

Pasal 17
Cufup j elas.

Pasal 18
Cukup j elas.

Pasal 19
Cufup jelas.
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Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2 1
Cutup jelas.

Pasal 22
Cukup j elas.

Pasal 23
Cufup jelas.

Pasal 24
Cufup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cufup j elas.

PasaJ 28
Cutup jelas.

Pasal 29
Cukup j elas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi ()


